
BUPATI SAIVIBAS
PROVIN Si liAlilv.iANTAI{ BAFL{T

FEFrATUFi.iq DAEF3.ll Ii{BUPATEN SAIvIBAS
NOiviOR 3 TAH'tiN 20i5

mn f,rf a ^r trt\rrAr\tr-
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1!{enimbang

BUPATI SAMBAS,

: a. bahwa segaia bentuk kekerasan terutama tinrlak
--'.J^-^ ^^-J^ 

-^-,,*^l-^- 
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hak asasi manusia dan kejahatan terhaclap martabal
kemanrrsiaan, ]-ang l<orhanni'n u'ajih rncndapar
penanganan secara menyeluruh oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Sambas dan/atau masy'ai:akat;

1- 1-^'r..,,^ -.*+,,1, * ^1--1.^^*^1.^- ^.-,-l-^-^,-r^^^n'T..;h;^i.tt. lrdttWd tllllLlr\ l,r( tdl\Ir.lItdt\cllt lr(.r(ltrLrdll(..1 sdI{ I llltldn

Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah wajib
mengambil langkah-langkah pencegahan dan
frFf"\ 4f1 cia f-\ I rr t\Prrl a cre 11 ct^ n r,irq n g'

r v} *r4.),

c. bahwa korban peldagangan oraflEI sangat

]\(an6in6-+avrL aa6ara6aL

memprihatinkan dan memerlukanpenanganan dari
Fremeriniah ciaerah rianf atau masyarakat sesuai
dengan fungsi dan tugasnya guna mendapatkan
j ain i nan pell.ind ungarlrl\.a;

cl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, hurui b dan iruruf c, perlu
ileinbet:tuk Petaluratt Darl>ii tcniarrg Prric'egai:al dzur
Penanganan Korban Perdagangan Orang;

1 D-sol 1a aa7-l (f.\ I Tnr'1 nna I InA-n- T.\-..-- D-^..1-1 il'r ! I qoqr au a-v aL (u/ vlrLidji6 viiLadiiS u(-tJctj i\uiiil Liiii\

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Unriang Darurat i.{omor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii di
L-olimqnion t'T pml-ro-o- \lpooro Danr r1-rlii., Irlnnaoinr\orllrlerrLGrl \L\ lrrU(lr(irr Lr\ 5or(l i\\ lrL-ttrlll\ tiri.iU'lit -id
Tahun i953 Nomor 9, Tamlrahan Lembaran Negara
RepuLrlik Inrionesia Nomor 352) sebagaimana teiair
dittbah d-enga-n LjnrJans-Lindnns. Nomor 8 Tahrrn i9o5-----o"--- a.> -:------a)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1q65
Nomor 51, Tambahan Lembaran lrlegara Republik
r'^l^.^^^j^ \r -7r 1\.111.(lullculd .t\ulllul z I J LJ,



3. Unriang-Undang Nornor 6 Tahun L974 tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Ke sejahteraan Sosiai (

LcffiDaian llegai-a Rcpu'olik inclonesia Tahu n l'17+
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia lt{omor 3O39} ;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 197 -q tentang
Ke sejahteraan Anak ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahrrn 1979 Nomor 32, Tambaha-n l-embaran
iVegai=a RcpLtbiik irrcioriesia i.ioriior 3 l+3);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahr-rn 1q84 tentang
Pengesahan Konve nsi tentang Penghapusan Sega-la
Bentuk Diskriminasi terhariap Perempuan(convention
on the Elimination of all Forms E:f Discrimination
A^^inci 1X,'nmani iI affik^-nn hi^^^-^ D-^"kiii- jnri6nesia/rai<lriiJL vv (/LitLri,, lrrLrriaJ(rid"ia trLSdl d r\LyulJtrr\

Tahun 1q84 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3277|;

6. Unrians-I-jndans Nomor -19 Tahr"rn i9qq tentane Hak-o - -*--

Asasi Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1q99 Nomor 1.65, Tamhahan Lembaran Negara

a-l:l- r-- J^--^^-'^ (r^-^-^-- -o<rr\.Nt'pu IJIIK lrruurrcsra 1\ul rrur JoouJ,
7. Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun '2014 tentang

perlindungan a:iak (l-embaran Nega-ra }icpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

8. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeqjaa.n {Lembaran Negara Repubiik irtdonesia
Tahun 2003 Nornor 39, Tambahan Lembaran l.{egara
Republik inrionesia Nomor 4279|;

9. Llnrialg-UnCang Nomor '23 Tahun '2$O4 tenta-ng
Penghapusan Kekerasan Daiam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
rrurrrul Y.J. r d-llrud-rrdJ.r LcrllUdl drr r\cBd-r d- I\CPU.urrr\
Inclonesia ltlo*or^ aa $|;

10. Llndang-undang Ncmcr 3q Tahun 2004 tenia.ng
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Keqa lndonesia
Ke Luar Negeri (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
ri.^1.,,- lr\r'\,1 I\i^*^- 1ra ,-ia^*r-^t-^.^ I ^*l- ..-^.^ ili^^^-^t.1 llLlll Z-\l\1"-l l\(IIIl(.rl l-1.)r I (tlllLrdlIrl!l trl. lllUdl(all l\trHctlcl

Republik Indonesia Nomor aaa1);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Penoes.qhan lnfernqtinnql (-nnrrenqnf nn k'.cnnnrmin

Social, and Cultural Rights (Kovenan internasional tig
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) {I-embaran
Negara Rcpubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118,
Tamhrahan Lembaran Negara Republik Indonesia
l'Jnnrnr <?,ljl'

vev l,'

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Convenant on Civil ald
Prtliticai Rjghts iKorrerran internasior:ai tentar:g Hak-
Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2AAS Nomor L19, Tambahan
Lernbaran Negara Repubiil< Indonesia Nomor 5235);

13. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2A06 tentang
Keu,arganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
l\Inrnnr i*21,\.



14. Undang-undang Nomor 13 Tahun '2A06 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban {Lembaran Negara
RepuLrlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6ul, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a635);

15. Undang-undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
indolresia Notnor a7'2oj;

16. Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 523a);

17. Undang-Undang Nomor i 1 Tahun 2AL2 tentang
Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5332);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemeriniahan Daerah (Lembaran i.iegara Repubtik
Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kaii diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Ncmor 23
Tahun zAH tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lr-.mbaran Negara Repuhrlik indonesia-
Nomor 5679ll.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang
Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor a7 37);

20. Peraturan Pemerintah Itlomor 9 Tahun 2O0B tentang
tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu
BagiSaksi dan atau Korban Tindak Pidana
Ferdagangan Orang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a818);

27. Peraturarl Presiden i.iomor 69 Tahun 2008 tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

22. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 25lKEP /MENKOIKtrSRAi IX/2009
tentangRencanla Aksi Nasiona-l Pemberantas an Tindak
PidanaPerdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi
SeksualAnak (ESAI 2OA9 -2A A;

23. Peraturan lv{enteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu
Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
rian Pcrlirrrilrrncran At't,s1r I\Tnmnr ( 'T'ohrrn '?n 1fi tan*ona



25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pemberdayaal Korban
Kekerasan;

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nornor 2O
Tahun 2Ol1 tentang Panduan Pembentukan dan
Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangal Orang;

27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 20 10
tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan
Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ri
Nomor PER. A I Men I X I 20 lO Tentang Pelaksanaan
Penempatan dan perlindungan Tenaga Keda Indonesia
di l-uar Negeri;

29.Peraturan Daerah Provinsi Kaiimantan Barat Nomor 7
Tahun 2OAT tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak
(Lemba-ran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ta-hun
2AO7 Nomor 7);

Dengan Persetqjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

IVIEIVTU I U:jI\AI\ :

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAI\I PERDAGAI\'GAN ORAi\iG

iJAtJ I
KETENTUAN UMUI\4

Pasal i
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan De.wan Perra,a-Ljlan Ralyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
daiam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana
dimaksuci dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Incionesia Tahun
1945.



r'l
J. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaafl urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutn3ra diseLrut Bupati adaiah Bupati Sarnbas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Sambas.
Perdagangal Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
pe11aff(pungan,pengiriman. pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemaisuan, penipuan danpenyalahgunaan kekuasaan atau posisi renta-n,
penjeratal uang atau mernberikanba3'aran atau rnanfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari orang yang memegangkendaii atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam nega-ra maupun antar negara, untuk
tujuan ekspoiitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan
tinCak pidana perdagangan orang.
Anak adalah seseorang yang beium berusia 18 (deiapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan

q" Srrrat Keterangan Bekerja Daiarn Da-erah yang seianjr-rtnya- disingkat
SKBDD adalah Surat Keterangax yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau
Camat atas nama instansi pelaksana untuk bekerja di dalam daerah.

10. Surat Keterangan Bekeqja Luar Daerah/Luar Negeri yang selaljutnya
disingkat SKBLD/LN adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala
Desa atau Camat atas nama instansi pelaksana untuk bekerja ke Luar
Daerah atau Luar Negeri.

1i. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swastayang selanjutnya
disingkat PPTKIS arialahbadan hukum yang telah memperoleh izin teriulis
dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di
luar negeri.

1?. Lernbaga Fenernpatan Tenaga Kerja Srn'asta yang selanjutnya disingkat
LPIKS adalah Lembaga yang berbadan hukum yang memiliki ijin untuk
melaksanakan pelayanan penemp atan" tenaga kerj a.

i3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaal yang terorganisasi
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

i4. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suamu istri, atau suami istri
dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga
sedara-Lr dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan der4jat ke
tiga;

15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial
dan / atau organisasi kemasyarakatan ;

15. Korban adalah seseorang yang menga-lami penderitaan psikis, mental, fisik,
seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindakpidana
perdagangan orang.

17. Kekerasan adaiah setiap perbuatan secara melawan hukum <iengan atau
tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan
bahaya bagi nyawa, badan atau menimbuikan terampasnya kemerdekaan
seseorang.

18. Rumah affran adaiah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk
memberil<an perlindungan terhadap korban sesuai denga-n *standar
operasional yang ditentukan.

1e' Pences"LT ryikq1is.?: Tas.:11*.l':,1fy ryi::qilT ::q11" 
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20. Penanganan perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepacia
saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan
psikososia-l, pembei'ian Lrantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna
pemenuhan hak saksi danlatau korban tindak pidana perdagangan orarlg.

21. Fenanganan pengaduan ada-lah serangkaian tinda-k^an yang dilakukan oleh
penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti iaporan adanya
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di4jukan korban,
Itl/Keluar'ga alau rrrasyal.ax.ar.

22.Pelayanan kesehatal adalah upaya yarrg meliputi aspek promotif, prerrentif,
kuratifdan rehabilitatif.

23. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memuiihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yaxg mengalami disfungsi sosial
agar dapat meiaksanakan fungsi sosiainya secara r,v4jar.

24. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh
negara u ntuk melaksanakan peraturan peru ndang-undangan.

25. Bantt:an ht-rkum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping
hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi
dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif
gender.

26. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan korban dari iuar negeri ke
titik debarkasilentry point atau clari daerah penerima ke rlaerah a-sal.

27. Reintegrasi sosial adaiah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak
keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan
perlindungan Can pemenuhan kebutuhan bagi korban.

28. Pelayalan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan
periindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang
yang dilakr-tkan secara trersama-sama oleh instansi atau iembaga i-erkait
sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan bantuan hukum bagi saksi
dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

29. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan-
kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan koban
perdagangan orang.

3O. Unit Pelayanan Terpadu .yang selanjutnya clisingkat UPT adalah suatu unit
kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan
dan anak korban kekerasan.

31. Pusat Felq,,anan Terpadu yang selanjutnya disingkat FFT adalah lernbaga
penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit,
dikelola bersama - sama dalam bentuk pelayanan medis ( termasuk medico-
Iegali, psikologis, dan peiayanan hukum dengal meiibatkan tenaga
kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat penegak hukum,
psikolog, psikiater, relanvan pendamping dan /atau pembimbing rohani.

32. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha
dal bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanal
rehabilitasi keseha tan dan sosial.

BAB II
ASAS, h{AKSUD DA}J TUJUAN

Pasal 2
(1) Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang diiakukan

berasaskan penghormatan dan pengakuan kesamaan hak dan martabat
lrarv'r'snttciaarr afcto rlacar nerlinrlr'li.rrran holz-ho7. ooooi \i^hn l-.^-^if^+ ,r-i.,^-^^I



(2i Maksud dari Peraturan Daerah ini acialah untuk pencegahan dan
penanganan korban perdagangan orang yartg dapat menimbulkan
penderitaan, kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual maupuft ekonomi.

(3) Pencegahan dan Penanganan Korban bertujuan untuk :

a. mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
b. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang

bebas dari segala bentuk perdagangan .

c. membanrgi<itkarr kesadararr masyar-akat untuk rneiakukan upaya
pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

d. memberikan perlindungan da.rr merehabilitasi korban perdagangan CIrang;
e. memberdayakan pendiciikan dan perekonomian korban perdagangan

orang tleserta keluarganya; dan
f. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan

orang.

BAB iil
TUGAS DAI{ WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3
Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :

a. membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengaiokasikan angga-ran untuk
melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

b. membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
c. membentuk LiPT dan men-yediakan saral?a dan prasaranaUPT;
d. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban ;

e. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi daiam upaya
penarlganan korba-n; dan

f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan
kerjasama pencegahan dan penanganan korban secara transparan dan
bertanggung jawab.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasai 4
Pencegahan perdagangax orang bertujuan mencegah sedini mungkin teq'adinya
perCagangan orang.

Pasal 5
Pemerintah Da-etah, mas3,arakat ci,an keiuar"ga
perdagangan orang yang dilakukan di luar daerah

Pasal 6
Pencegahan perdagangax orang dilakukan mela_lui
a. pemetaan permasaiahan perdagangan orang;
b. perencanaan program dan pengaiokasian

wajib mencega-h teqaclinya
maupun iuar negeri.

upaya:

anggaran pencegahan dan
penarlganan perdagangan orang;
menyebarluaskan komunikasi, informasi dan ed.ukasi {KIEi berkaitan
pencegahan perdagangan orang;
melakukan sosialisasi dan kampanye dalam upaya pencegahan tindak
pidana perriagangan oraxg;

P rncnr{nrnnrr terinfaarasirrrra icrr finrlalz nir{a-^ aanAnnnn ^ 1-^ A^1^*

d.



f. memberikan pendidikan dan latihan kecakapan hidup bagi masyarakat;
g. membangun mekanisme penga-il/asan dan periindungan berbasis komunitas

terhadap perdagangan oransi dan
h. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 7

Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang sebagaimana dimaksud
p"A" pasal Otituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Gugus Tugas Pencegahan

Vorrg iebih lanjut diatur clalarn Peraturan Bupati'

Pasal 8
pengawasan dan perlindungal sebagaimana dimaksud pacia pasai 6 huruf g

dilakukal ca-ra:
a. penerbitan SKBDD/SKBLDi LN oieh Kepana Desa yang diberikan kepada

ietiap orang yang akan bekerja ke dalam dan keiuar daerah atau keluar
negeri dan menyampaikan laporal secara berjenjang;

b. iarlngan *"trg,ti* anak r:ntr-rk menjadi tenaga kerja keiuar daeratr atau

keluar negeri, kecuali bagi anak yang melakukan pekerjaan seni' duta
daerah/duta negara, pekerjaar ringan yang tidak bertentangan dengan
per-aturan perundang-undangan wajib ilemiiiki ijin tertulis dari orang iua
atau walinya yang sah.

c. pendataan, pim.binaan, monitoring dan pengawasan terhadap setiap PP?KIS,

LfffS dan korporasi oieh SKPD yang membiciangi ketenagakerjaan.
d.. membangun jeja-ring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparatur dan

penegak-fruium, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai
iemUaga swad.aya masyarakat yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia.

e. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang'

Pasal 9
pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 8 Cikenakan salksi administrasi dan

sanksi pidana sesuai peraturaa perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENANGANAN

D^^^? ?rl

penanganan perdagangan or**'01r"#,il"" dalam rangka pemulihan kondisi
kesehatan dan psikososial korban guna pemenuhan hak saksi danf at"au

korban tindak pidana perdagangan orang.
penanganan perdagangan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
secara terparlu oleh Peme::intah Daerah melalui Instansi pelaksana yang
berwenang bekeq'asama dengan aparat penegak hukum, lembaga sosial
dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengal tugas dan fungsi
rnasing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk
pemulihan korban.
Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {.21meliputi :

a. unit pelayalan khusus di jajaran kepolisian
b. tenaga yaxg ahli dan profesional
c. pusat pelayanan terpadu dan rumah aman; dan
d.. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
Penanganan secara terpadu dimaksud ayat (21 dilakukan mela-lui
pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

(1)

(2i

(3)

t4)



Pasai i 1

Dalam upaya penanganan korban perdagangan orang Pemerintah Daerah
-l ,-,. i,,+^,, *a!-nt.,,^;;l-- 

-^ia'!-rrl-nn 
onrrn-i-.^i^- 1.ary]^rnn ff^l:q'i+;'(iait/ iiiiiij iiiaS.'vi-iiiii\i-ii Wii.jiU iiI(-jiii\Lrl\i-rll s( t dlr5r\dr..ur r\LlildLdll' rrrt.rtpLrLr.

a. Penanganan pengaduan I laporan;
h. Pelayanan Kesehatan;
r- l?nhahilitqq.i Sos.ial'vvvrurt

d. Penegakan dan Bantual F{ukum;
e. Pemulanga-n dan Reintegrasi Sosial; dan
i-. Fem'rret'ciayaan Korban.

Pasal L2

iii Penanganan pengaduanliaporan sebagaimana dimaksud Pasai i0 hurut ia)
diiakukan dalam upalia menindaklanjuti laporan adanya perdagangan oralg

.{ini"l.-,r- irnrhon l'cl,,o-^.t ^i,\tr ft-c-,-r'
-f ArrS Ul(rlru(\(lll I\(/l r.r(ril! I\UrqAISU (Lqq lrldJ,V-r aiiil'l.

t2) Peiayanan pengaduan/laporan dilakukan untuk mendapatkan informasi
atau menggali data yangdiperlukan da-1am rangka pemberian pelayanan
korban perdagangan orang.

(3) Dalam ha1 menerima pengaduan/laparan sebagaimana dimaksud ayat {li
penyelenggara layanan melakr,rkan upaya:

^a^r-.-r-^.^ ---^---^ J^-- ^L^^----^-" r-^^!^^-- I-^.-L^-.a. illeiaKi.jKAil wa-wa-tlcal'A rlarl uLlstrlvasl Kcauaarl KUI l)irll,
b. membuat rei{omendasi iayanan lanjutan;
c. melakitkan koordinasi dnn ririrrkan ke iayanan lanjiitan dan piha-k

terkait; rian
d. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasai i3
Dalam melakukan penanganan pengaduanilaporan harus memperhatikan hal-
1..-l eol-r.ro,ri lrprilrr t i'Iilu J( \ro6qr UUr lrru r .

a. Daiam hal saksi danlatau korban adalah anak atau diindikasikan masih
berusia arrak, maka segera dicarikan pendamping {orang tua/rvali atau
petr-rgas) 

"\,a-ng 
irerfungsi sebaga-i u,a-ii pendamping a-na-k, o-impna- a,ka-n

bertugas mendampingi anak dalam proses-proses selanjutnya.
tr. Untuk saksi dan/atau korba-n ruiukan, petugas pengaduan/ identifikasi

.-^1 ^1-.,1-^.^ -,^-:f:1-^^: +^-1^^,1 ^^ 1^^^;1 .il^*+ifl1-^^i .l^.. ^^*.^.-:1.^^^-rrlcld.l\ulldrt vct.lrlr\d.bl tcl rrdLrilp lrils-rl rLlcrrLrrfil.iairr Lla1.lr lJCI]rcl lr\Dirlarll ydl16
dilakukan oleh lembaga yang merujuk.

^ r-\^l^* 1-^'l ^^1.^; .{.-- i ^+^,, i.^-1-^- -i,,l.l-^- +^--l^ +^^A^ -^1..i+t - itatdl ri Itcri .\dt\.)l tldtl// dtdu J\trt irntr tl,t. rtLl ,r-l un\dt, r.tiltt.l-1n{trtd ,\.1 i\lr jdrr:;

kritisdan membutuhkan tindakan medis cepat atau segera, petugas segera
menghubrrngi rumah sakit/petugas kesehatan untuk memeriksa saksi
l^.^ r^r^,. i.^*1^^* ^r^r, i^- /'^^^*,,.:..i- 1-^ -,.*^L- ^,.1-l+ ^^4^.-^,\+U.7.tt tdt.7U r\trl lrrlll, A\..LU tll(-lrHd-rll.4l I I llt-, LrlL,l!L ltc I Lllllir-rt SdJ\lL 5f LLllllrdl
jikadiperlukan.

d. Dalam hal saksi dan/atau korban berasal dari daerah/negara lain atau
mci-npun-t'ar hantbatan l-:ornunil^lasr, mal:a drsedrakan peneqlenrah untuk
mendampingi petugas melakukan identifikasi.

ilasal i4
(1) Pela1'anan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal l0 huruf (b) dilakukan

;1,;latt r;ntr1*'2 memulihkan galgguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atai-i
korban perdagangan orang sehingga menjadi berdaya.

i2i Dalam metrberikatr peiayanan kesetratan penyelenggara iayanan melakukan
upava :

a. Melakukan perneriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan
terhadapkorban;

h !\rtela7rttlrot. lrn,-r-Airrnci no7a7rc.)r1,'rrlr r.ahol-rilltaoi 1,o-oh.-r,.'. -t..,. ,.-^Ail-^u. rvrLror\ur\arr A\JIJI\,lrII(lDi |/Liclt\Oclllclcl.ii iLj.iciiiiiiLcL-r i\LSUlIciLc.iji Lii:lii ittfiLlit\.(J

legal;
r \11*.7rt1rttlzat:. trprnprilzcaon mprlil:n-lpoal malinrrti nendrrmnrrlon horona



(3)

d. Meiakukan pemeriksaan penunjang rian iaboratorium terhad.ap barang
1-,, i -+; .
u L-lllLl,

^ h.6^r^i.,,i.,-". i,,--^,,!'^^l i,^^^.i^ ;^t.t.,r -,i^ii ^+^" .-^i^i-,'i-^* *,'i,''i-^^. ;^-{.. iVi{:ldl\ul\.1 ll l\(JlrJLlrlalitl nLpdLrfl (rtrKrt.t dl(tl .l(.dL{ ll((.ldr\Llf\r]ll t (t-rLll\dll, (.tclll

f. l\4ernbuat iaporan kasus.
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud alrat t2) dilakukan dengan
hernegang nada nrrnsin sehaga'i benkut:r^ ..'"^r
a. kerahasiarr;
b. nrosedur/nenatala-ksanaan khi-isr-rs:r'" - "--'_t ,-

-14- l-, - n r-, -- -:- - -,-t-)al -l- -L. Lrr"seuriiJrya DLtlnurr uaya lvrAflusra Ir]'ra[]r1; ualr
d. setiap meiakukan tindaka-n rehabilitasi kesehatan, wajih dibuat

perj anj ian intrtr.,en si i i rurfo rne d to rr. s e i ft\ .

Fasal 15
r(cJlaullrfaSr -\u5ral 5cuay,auttatta urlrrallsuu rasa) tv IILIJ LJI tL/ ulru_lulaa!t
untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik,
psikologis, sosial dan spiritual saksi Canlatau korban perdagangan orang
.ol.ti---- rn-'onr. ,-o^i-1--1.-- fr---oi-^oi-1--r- 1,,^-1--,li .^^^-^.',^'i --JUrrrrr66q arrqrrrl/q rrrLrr,lGraf r\tu1 rurr6JrJUJrarlr-tq r\LrfrL/qrr ouua q rlq-rclt .

Rehabilitasi sosial diiakukan oieh oekeda sosial, petugas pendamping sosial,
konstlor", psikoiog dan psikiater yang teiah mendapatkan peiatihan
penanganan rehabiiitasi sosiai untuk saksi rianlatau korban, ciengan
prinsip-prinsip F{A}v{, gender, dan anak.
Dal.arn memberil<ail peiaS'anan rehabiiitasi scsiai penveienggara ia5.anan
melakukan upaya :

a. pendampingan seiama proses penangaxal kasus; dan
b. kon.seiing.
Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud a_yat (3) dilakukan
dengan berpegang pada prinsip sebagai berikut;
^ tr ^^*d-. I\CiC-tlId-I1(a11,

b. Efektivitas;
.. Pi'of.:sional; iian
d. Keterpaduan.

Pasal i5
Penegakan dan bantuan hukurn sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf {d}
dilakukan untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban perdagangan
/1rlr1o rli htdnno hltL-rtnr ot111 a nrnnrn,-rnleh hal.:.ataS l.:r-henafan danbur.u aiiuiiitsrLiv_iLri iiuii uiaJ iiLU'

keadilan atas kasus .vang dialaminya.
Bantuan hr;kr:m diLrerikan dalam keralgka pemenuhan hak-hak sak-ql
danlaiau kori:an, scrta riiiakukan secara ierintegrasi dcngan pelayanarr
lain nr,'q

Penegal":ati ,Jau bantuan hukum sei;agaimana ,limaksud dalar:r a-yat {1}
dilaksanakan oleh paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, dan
pihak penyedia layanal i-rukum lain dengancuma-cuma kepada saksi
dixri atau kurbarr.
Bentuk bantuan hukum yang diberikan antara lain mencakup :

a. pemberian konsultasi hukum,
b. menjalal:lcalr l<uasa, ii'irwal<ili, rrrerrdarnpirrgi iccrbalr l da;r
c. membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan

hukttm lain sesuai dengan ketentuan peraturen perundang-undangan
yang beriaku.

Pasal i7
Pemuiangan dan Reintegrasi Sosiai sebagaimana ciimaksuci pada Pasai i0
huruf (e) dilakukan untuk metnastikan perjalanan sukarela yalgsman dan
ieriinr-lrrnai h^ci o^l--oi .I^- /^+^" 1...*1"-^- ^^-.4^*,-^*^* -1 ---^:

ttt

t2)

\v,
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sesuai dengan keinginal saksi dan/atau korban serta mengembalikan atau
men3,'atukan kembali saksi danfatau korban kepada keluarga atau keiuarga
pengganti atau masyarakat -yang bertqjuan untuk meningkatkan
keberdayaan saksi danlatau korban sehingga bisa menjaiani kehidupannya
kembali.

(2) Pemulangan sebagaimana dimaksud ayat [1) dilakukan dengan berpegang
pada prinsip sebagai berikut:
a. Sukarela, yaitu pemulangan harus dilakukan secara suka-i'ela, Lrukan

pengusiran atau pemaksaan.
b. Aman dan bermartabat, yaitu pemulangan dilakukan dengan

memperhatikan jaminan keamanan dari gangguan atau perlakuan yang
menimbulkal kerugian dan meianggar hak dan martabat saksi dan/atau
korban;

c. Penghormatarr trak korban, yaitu pemulangan diiakukan dengan
menghormati hak-hak korbaa dan diperlakukal secara malusiarvi.
Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban.

(3) Proses reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ciilakukan
oleh petugas PPT dengan beker;asama dengaa aparat Desa, Organisasi
M asyarak at / Ltmbaga Swada3za Masyarakat, dan in sian si pemerintah yang
mempunyai program kemandirian ekonomi dan pendidikan.

(4) Proses reintegrasi sosiai sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) diiakukarr
melalui beberapa langkah se'nagai berikut :

a. Pre-reintegrasi sosial;
b. Assesment (Penilaian)
c, Pela-ksanaan reintegrasi
d. Monitoring dan Bimbingan.

Pasal 18
Pemberdayaan korban sebagaimana dimaksuC Pasal 10 huruf {fi diiakukan
dengan penguatal korban untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah
mereka dipulihkan dan diberikan iayanan rehabiiitasi kesehatan dan sosial.

Pa-sal i9
Pemberdayaan korban sebagaimana dimaksud Pasal 18 dapat diiakukan
melalui:
a. meningkaikan ketahanan hidup;
b. meningkatkan usaha ekonomi;
c. meningkatkan pendidikan dan keterampilan; dan
d. meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Pasai 2O

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan korban perdagangan
oraflg sebagaimana diatur pada pasal 11 diatur dalarn Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Vi
KBWAJIBAN LPIKS/PPTKIS

Pasal 2 1

(1) Setiap LPTKS/PPTKIS harus memiiiki ijin usaha.
(2) Setiap LPTKSIPPIKIS yang melakukan pengrekrutan ca-lon tenaga kerja

'elzqn r{iL-irirn ke lrtar rlecrqh atqrr lrrqr necreri rxraiih 111An(r(rrrn olzan iooa



(3i LFrIKSIPPI'KIS yang akan mengirim calon tenaga kerja ke luar riaerah atau
ke luar negeri wajib melaksanakan pendidikan/pelatihan keterampilan
sesuai dengan jenis pekeqiaan yarrg akan dikerjakan.

i4) LPTKS/PPTKIS yang akan mengirim calon tenaga keqja ke luar daerah atau
ke luar negeri wajib membuat perjanjian kerja dengan calon tenaga kerja
yang akan dikirirn,serta melaporkan kepada Bupati rnelalui SKFD yang
menangani bidang ketenagakerj aan.

(5) Lapora-n sebagaimana dimaksud pada a3rat (4) memuat daftar nalrla,
inctentitas, iclentifikasi diri serta alamat ternpat bekerja calon terraga ker3a
yang akan dikirim beserta syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

(6) LPTKS/ PPI"KIS yang mengirim tenaga kerja keluar negeri wajib membantu
tenaga kerja yaxg dikirimnya membuka rekening bank untuk mempermudah
dalam menyimparr, mengirim dan atau mengambil uang.

(7) LPTKSIPPIKIS wajib menyediakan tempat penampungan sementara bagi
calon tenaga kerja dan mempunyai ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Sambas.

Pasal 22
(I)setiap LTTKS/PPTKIS yang rrreiarlggar keientuan sebagaimana dimaksud

pasal 20 dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai peraturan
perundalg-undangan yg berlaliu.

(2) Sanksi aciministrasi sebagaimana dimaksud ada ayat (ii berupa :

a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara atau seiuruh kegiatan usaha LPTKSIPPTKIS;
c. Pencabutan izin dan:'
d. Pembatalan keberangkatan calon tenaga keda.

i3) Set-iap orarrg dan korporasi ,vang melakr-rkan, turut meiakukan, memkrantu
melakukan, mencoba melakukan danlatau mempermudah terjadinya
perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2AOT tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

BAB Vii
PEP,AN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 23
Keluarga dan masyarakat wajib berperan serta membantu upaya
pencegahan dan penangaxa-n korban perdagangan oraJlg;
Peran serta keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dengan memberikan informasi danlatau melaporkan adanya
dugaan kasus perdagangan crafig kepada penegak hukum atau pihak yang
berwajib, atau turut dalam pendampingan korban melalui upaya
pelayaaal, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasai 24

Pemerintah Daeratr dan Aparat Fenegak Hukum w4jib membuka akses seluas-
iuasnya bagi peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap
korban perdagangan orang sesuai dengal ketentual perundang-undangan
yang berlaku.

(1)

(21



( r,

i')r

BAts Viii
GI..JGUS TUGAS PENCEGAI'{AN DAN PENANGANAI{

Pasai 25
Guna mengelekiifl<an dan menjatiin pciaksanaan pencegahan dan

tl^.1 -.!' ^;,{^^^ ^nrrl ,14^4ry'!5 .^r^nn ^^-itt rl;l*^""'1' /-"d"''
TX'fiaiig,aijijf i i.iiIUar\ [-]iiiajia i)t.i (iaF,ii-ij]ii-jt, irraijif; pi r lLr (rri.rLrii Lin \. ILriiL!,\

Tugas tentang Fencegahal dan Fenanganan Tindak Fidana Ferdagangan
0rang [PP-TPPU].
Uugus I'ugas Iilr-'l'1'I'U sei.ragairnana dirtiaksud pada a.l,,'at {1i
beranggotakan wakil-wakil dari Pernerinlah Daerah, penegak hukum,
organisasi mas-r,rarakat, lembaga srvadalra masyarakat, organisasi profesi"

-,- -1:L: , 1 - t - .--'-:ilan peneLll! I dKailelrlrsr.
Gugus Tugas sel:)agaimana dimaksurl pada ayat {1} dan ayat {2} merupakan
lcnrhaor knnr,"i irr:t if \'2ns hpr-irtors.. ., *..()
a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanglanan tindak piclana

perdagangan orang;
b. meiaksanakan advoi<asi, scsiaiisasi, peiatihan, dan i<erja srifila;
c. memantall perkembangan peiaksanaan perlindungan korban meliputi

reharrilitasi, pemuiangan, dan reintegrasi sosial;
d. memantau per^kemDanga-,l.- peiak,sanaan penegal<an hLtkr-tm; dan
e. meiaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Kelembagaan Gugus Tugas sebagajmana dimaksurl pada a-ya-t {1} terdiri dari
I (\--L 

-try hffirrhA --^ir--.U ')tlU \-rl-r'rtfr\J -VAll.U:
a. Sr-rb GT Pencegahan dan Partisipasi Ana-k;
h Qrrl-r f-T i)a}. ,'lri1it.'ci i"'-".plr,)ton.U. UqV V r 1\UlrUV.rlLqr)t l\(,Ol .LrULAtLl

c. Sub GT Rehabilitas Sosial, Pemuiangan dan Reintegrasi;
d. Sub GT Pengem'nangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum; dan
e. Sr-rb GT Kerra,sama ci-a:r Koord-ina-si.' _-_-J

Gugus Tugas PP-TPPO sebagaimana dinlaksud pada ayat {1) dan ayat (2)
melakukan kegiatan elalam bentuk Rencana Aksi Daerah PP-TPPO
i\Ctenlijan iCDiIl ranJijt meiigenai pemDeni UKan, SUSUnan OrganisaSi,
keanggota-a-n, angg?-rart dan mekanisme kerja Gr-rgr-rs Tr-:gas PP-TPPC dan
Rencana Aksi llaerah PP-TPPO diatur d.engan Peratr-:ran Bupati.

BAB IX
I trl\ \-rL l f1 1r-\II lJ,r tll t LLI1L \/1\,1-L1l

Pasai 26
(i) Untuk kepentingan e',,a-1uasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan

1-^-i-^- ^^'-.t^-^ T)a'-a+i*r+^i.- T\^^-^t- --.^1^l-"i-^ ^^i-r^^ -J^^ntjI rJ(all lJL.lu.ltadirE;d-Ll Lrl airt;i r t lllLl lllLC1II l)clltca)L lllf tAi\Uracui l.rLIILatlaLa-Lr ilcul

pelaporan data penanganan korilan perdagangan orang.
(2) Pencatatan dan peiaporan data sebagaimana dimaksuri pada q,rat (1)

nrei inr r ti
a. Pengumpulan data;
b. Pengolahan/updating clata;
- 1/ ^,--,-i1^^: n-r-- -1--,e. r.r(JIIrIJrrasl l)aLa, U.ltl
d. Analisa aata;

i.j) Pcncatatan da.n Delanoran data sehasaimana dimak-strl Da-(ta p.\,at {2\LL-) ul \-;

digunakan sebagai'nahan iaporan cian penSru5rnan kebijakan, program ctan
kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang .

r4r Per--rr-ltrtt<-rn rinrr rrr.1r:rrn-<-n rlnto cehoroim..n., r'limol.c,rrl no11 o orrnl 1]\\r, I Lrrvq\(ltqrr \r(1il Ir\ roljur(1rt uqLct ii\-ij(iSclrtildiici (iiiilciiii)U\i pciiicL ii.\'aiL \Zi
dilakukan Pemerintah Daerah melalui GT-PPTPPO"

(5) Mekanisme pencatatan dan peiaporan data sebagaaimana riimaksuri pa{ia
^--^i i,1\ ):1 ^i---l-^-^ L^-,i-^1- -7-.- :,,-: : ,.

/?i
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(6; Pencatatan cian pelaporan data sebagairnana rlimaksuci pacia a1-at |21
"lil^1.',1-^- -l^l^* 1-^*+"1. 'Lrlrah.Lrl\d-l I Lld-lctlll uut r LLllL,

-1 .-^ ^,-lrt" !r(.lt( dL.lLclIt (adrr lr( irllrU(clII .ycll1.5 S{.rfl5dlIr'

b. pendokumentasian dan database perempLlan dan anak korhan
perclagangan orang yang terencana dan terfokus; dan

c. diia}:ut<an oleh tenaga ..,'ang ttrlatih untuh: r:rclak'-tkan pencatatan dan
pelaporan korban perdagangan orang.

{7} Hasil akhir pencatatan dan pelapCIran pencegahan dan penanganan korban
per=dagarigan ut'etug disariipaikarr keliada tsttpaii uieii iie'Lr-ia GT-FPTFFO.

BAB X
PUSAT PtrI,AYANAN TERPADU

Pasai 27
(1i Untuk mei-rangaili korban, Pemei"intah Daerah memLlentuk Pusat

lf^i^"^-^- 'f--^^i" 1--'-;^;^-;-^ ='^it, r ffiaffi^hfnn+l-nn c.ir71h., .4.,n i-nc'ilitcci Lluj(rrlclir r\ri-rd-LrLa lJ\.iJ\JcllrIi6 .1 crrt.t.l lll\.lrlalllroolr\urr JOratr(l 1l(lil lfllarlttr-r')

peiayanan rehairiljtasi medis rian sosiai ysng dirniliki oieh instansi/dinas
cian iemLraga sei:agai sarana <ian lasilitas pelqyanan PP['

iD! PPT sehasaimana dimaksud avat iii herkeaudrikan ci Rumah Sakit Limurni-i*r\-/

Daerah Kabupaten Samtlas.

Pasai 28
Pr rsnl Pt-ia.,'nnnn Ternadu herkervaiihan :_ ---_J ^--r*_-' ----,,_u-'_-'-- -

a. i-nemherikan pela.ya.nan rlan pena-nrgarlan secrpat mungk-in kepar"la korhan;
i:1. rnemirerikan kemudahan, kenyarnanan, keseiamatan dan bebas 'Dia3ra 5q*i

korban; dain
- mAninnrt 7,,pr.rl-r.rciqon lrn.l-r,rn rlon mcniomin lzcorliian rl.rn lrpnrc{i.rtr lrrrirrrmrrrLrrJul5q lrUtqrluJruula trul UuIl Uqlr rrrvIIJqralrIr I\\UUrrurr UUrr r\LyAJtr(rrI lrUMllI

bagi korban dan keluarganlya;

Pasa-i 29

{1} Lingkup pelayanan terpadu bagi korban meliputi pe1a1-anan rehairilitasi
1.^-^t ^+^- *a1^^1-.ilir^^: ^^^:^1 1^^"^+,,^.^ 1^,,1.,,* ,l^.^^^.^ X^* -^i^t ^*-^^il\cSCrrir-LcL-tl, lClldUlllLcl5-t sUSrdl. UdjtL(liiij. IiLl"liLijlit IJCifiUiiiiiBaii iJaii iCi.iiiCBiaSi

s0si8l.
12) Pela','anan rernadri sehagaimana diinal<siid pada avat i1) hei lakr; hagi

korban yang beracia di wilayah ltabupaten Sambas;
(3) Dalam ha1 korban a<lalah anak, maka pelayanan diberikan secara kirusus

scsual dcngan kcpcntingan tci^ba-iir'bagi anak.

Pasai 30
I I l Pent-el*nooarz2n Plrl' hr-rsit'af it'ttporafil qnter irt<tnnqi .afar t it rnhaoq hqtL-
1 - I u Lri u:i Lua kLkq iL iii u.a5q, u-qi ii

trerupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang
optirnal kepada korban"

(2) PPT berianggungja\,r!,at) atas keseiuruhan proses rujukan rlan peiayanan
yang diperiukan korban.

BAB Xi
I)L-]\IRIA\/A A\I

trasai 3 i
Pernbia;'-aan untul.l melal:s*::akan Peraturan Daerah ini bersumber dari
A.notvltr^';n Pcnr!:-rnclan rls- R.ienil ]lqernh Llrtrirr-r ten rlett itttts! r Ancrcr.rr.:na LrruqpuLuii uq^1 DtrqitJu uGLrGii italju}jG-L[_:r LL<:.]Li rr.taLi nIiE;Edi.lil.
Penrlonaforr rlqn TQp1,:ni.r T\ipryor.r cortn rl-,r.i .,-.r-1.o*".-,-,*1-^* 1.-l*.,,-,-^ ^^L ^^-...,.:



BAB Xiii
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 32
Batas waktu penetapan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini paling lama
1t^^+--t +^L---- ^^i^1- r]^-^+,,-^- !1^^-^!- j*i ,{-.i-',*,1^* *1-^*ilsaniii tiijiijli ircj;i-{ i-Ci'ALiiiaii ii'aciij-ii liii ulurlLii,-lr6hai;.

Pasai 33
Peratura-n rlaerah ini mi;iaj i-reriaku paaa tanggai riirrnria:rgkan.

Agar setiap ora:tg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
n*^**1- :*; 'd^*-^- *+n,nt;+ ,1clam f aq?:nrne r}cpr-tr- T.tt1:rrac4aa
ij?ici iCii iiii l-icii8iiji ijciiciiiljaLariiiS'e1i (jaijii-lii ;rc.:.iiUiai aaii -.ji:-Lr cltl ilcl-ijLii'ie"LLit

Sambas.

Diieiapkan di Sam-tras
pada tanggai 16 April 2015

T-}TTT]*/T!T {1AAtrl.}ACl.DU-t-11 I I r}*riil.Dr1O1

TTD

JULIARTI DJUI{ARDI ALWI
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BAB Xiii
I/DTN}ITI f A T} NNNTT TTT TNr,L1 -Lt\,| I U^111\ rr,i\ u I ur

Pasai 3')
Batas rn.aktu penetapan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini paiing lama
i(satui tahun sejak Peraturan Daelah ini ciiunCangl<an.

Pasal 33
Perafrrran i)aernh ini muia-i treriaktt paaa tanggai r:iittndangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan peiigundangan Feraturan
I-),:errh ini rl,-nrran nFl1,sl11 n.:)i.111fi1?l> r{olqnr Ier:rlr,;r'on fl.:pr,:h L'.-r}rrrnatr'n

Sambas"

Diieiapi<an di Sambas
pada tanggal 16 April 2015

i]ITDATt qAn6I.}Ae
U\)l ) \rl Urlrvrurllit

l'r t)

JULIARTI DJUHARDI ALWI

n-/l.t l4hdd^! / / lrtlr /{l i ay(r\{(r Lu,r65qr 4r r)uri aw t\,
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TTD

JAMIAT AKADCL
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e^ii-^n c^^.,^; i \^^-^-L)C{lll tcl-t I U( JLlc(I L/L(r}idlr

KEPALA BAGIAN HU
DAN NDAN

Pernbina (lt/i a)
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEI{ SAI\4BAS

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UIVTUIVI

Dalam sistem penyslsrgga.raan pemerintahan, Negara
Kesa'r-uan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, dimana
untuk itu pemeintah riaerah provinsi dan kabupaten kota diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Penyelenggaraan otonomi daerah trertujuan untuk mempercepat
tenvujudnya kesejahteraan masyarakat mela-lui peningkatan
pela-lranan, dan peran serta masyarakat guna meningkatkan
pemerataan pembangunan di daerah.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
indcnesia Tahun i945 secara jelas menyatakal bahwa Hak Asasi
Manusia harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati
melekat dan tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri, demi
peningk-atan martabat kemanusiaan, ke-cejahteraart, kebahagiaan
dan kecerdasan serta keadilan, dan generasi ke generasi.

Perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap
Hak Asasi lvlanusia kar"ena korban diperiakukan seperti bar-ang
daga:rgan yang dapat dibeli, dijual, diperbudakan dan dijual kembali
serta- drrampas hak azasinya bahkan sampai beresiko pada kema-tian.

Maraknya perriagangan orang khususnya perempuan rian anak
pada dewasa ini merupakan permasaiahan yang dihadapi bangsa
InConesia. Issu perdagangan orang (traffickingi merupakan fencmena
globa1 dan kasus perdagangan orang (trafiickingi baik antar negara
maupun dalam suatu negara telah diiakukan oleh jaringax yang
terorganisir, bahkan rea-iita-s menunjukarr ketika- ekonomi terpr-rrr:k
maka semakin banyak perempuan dan anak dipekerjakan,
diperdagangkan dan diiecehkan.

Perdagangan oraiig yaJig berasal da:'i indonesia, terjadi baik di
dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan orang terutama
perempuan dan anak menjadi marak seiring dengan ban3raknya
pengiriman tenaga kerja wanita keiuar negeri. Banyak kasus
penipuan yang diiakukarr oleh sindikat dimana kepada calon TKW
dijanjikan pekerjaan, tetapi mereka diperCagangkan menjadi korban
yang dilacurkan secara paksa, bahkan TKW illegal yang diusir dari
Malaysia pun menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia.
Kabupaten Sambas memiliki kondisi geografis spesifik ,vang
berbatasan langsung dengan Kuching (Malaysia Timur Sarawak)
melalui PLB Sajingan Kondisi geografis seperti ini menjadikan
Itabupaien Sambas sebagai daerah ra-rxiaii terhadap perdagangan
orang-



Secara umum akar permasaiahan dari maraknya kasus
perdagangan orang adalah faktor konsumerisme, kesulitan
ekonomi/kemiskinal, sempitnya lapalgan pekerjaan, i'endahnya
pendidikan

Kejahatan trafficking ini umumnya tergabung dengan
kejahatan antar negara. Keiompok-kelompok peiaku kejahatan lni
memilih untuk memperdagangkan manusia (perempuan dan anak)
karena keuntungannya besar dan sampai sekarang resikonya masih
tergoiorrg kecil, kar-ena tak seperti kornoditi laitrtrya, Irtarrusia bisa
diperdagangkan secara beruiang-ulaag dan tidak membutuhkan
modal yang besar.

Mengingat perdagangan orang ini merupakan kejahatan
terorganisir yang dilakuka-tr seca-ra rapi dan sembunyi-semlrunyi,
sehingga fakta )'ang sesunggllhnya jumlah korban sulit untuk
diketahu i / dilacak Secara kuantitatif fakta yang sesungguhnya terjadi
bisa jauh iebih besar dibandingkan dengan data atau laporan yang
diungkap.

Oleh karena perdagangan orang ini merupakan suatu masalah
sosial artinya bahwa perdagangan orang ini timbul dari persoalan-
persoaian sosial yang diaJami oieh rnasyarakat seper'ui kerniskinan,
tingkat pendidikan yang rendah, dan lain sebagainya, rnaka dituntut
suatu peran mas-;,-arakat dalam mencegah dan menangani korbal
perdagangan orang, daiam hai ini kesadaran masyarakat periu
menjadi perhatian utama dan upaya pemerataan hasii pembangunan
yang dapat meningkatkaa kesejahteraan masyarakat. Untuk itu
upaya pencegahan terhadap perdagangan orang perlu ditempuh
dengan upaya non-penal, sebagai langkah preventif dengan cara
meiibatkan peran sejumiah elemen, sepert-i organisasi kernranitaan,
kaum agamawan, lembaga pendidikan formal dan non formai, media
massa- dan institusi terkait. Upaya tersebut utamanya juga diarahkan
^^.7^ *^*1-^-.'r-^.^ .^^..?.'-..,,,--^- +^-7^^A^^ r-^-t-^- ^^--7^-^paaa upaya memDei]Kaii perfnoungan rernaGap KorDan peroagangail
orang. Kebijakan tersel-rut perlu diterapkan dan didukung guna
menanggu langi maraknya kasri s perdagangan orang.

Oleh karena itu, diperiukan tindakan nyata dari pemerintah
daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya
pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di
Kabupaten Sambas dapat memperoleh hasil yang optimal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupatenf Kota, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
merupaftan urusan pemerintahan yang wajib diiaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mervujudkan
pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang
pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikal
kepasiian hukurr: dalam upaya pencegahan dan penangartan korban
perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam
Peraturan Daerah.

Dengan ditetapka:rnya Peratura-li Daerah Kabupaten Sarnbas
tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang,
diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak
iingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, organisasi dan
lembaga masyarakat serta orailg tua/keluarga dalam melaksanakan
lrpaiat.:t't hprlraitan nedinrlrrnoqn r{an trcrnenrrl-r an halr qnq1.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasa-l 5

Pasal 6

Pasa-l 7

Pasal 8

Pasai 9

Pasal 10

Pasai 11

Dasnl 1 O

Cukup jeias

Cukup jeias

UPT'dapat berada di Pusat Pelayanan Terpariu (PPT) cian
Pusat Krisis Terpadu (PKTi yaxg berbasis Rumah Sakit,
Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak {P2TPZA\, Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan
Trauma Center {RP"C}, Rumah Perlinriungan -Sosia-l
Anak (RPSA), BPt dan lembaga-lembaga keumatan
lannnya, kejaksaaa, pengadilan, Satual Tugas Pelayanan
Warga pada Per-w-akilan Rl di luar negen, Wonten Crisis
Center (WCC), lembaga Lrantuan hukum {LBH), dan
lembaga se,renis lainnya. Layanal ini dapat berbentr-ik
satu atap ione stop crisis cente4 atau berbentukjejaring.

Cukup jeias

Cukup jelas

Cukup jeias

Yang dimaksud dengan Rencana aksi Daerah Gugus
Tugas Pencegahan adalah penjabaran lebih ianjut dari
pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-
TPPO) riimana da-lam pembentukan Gugus Tugas
tersebut <iisertai dengan latnpiran Rencana Aksi Daerah
masing-masing sub Gugus Tugas.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas



Pasal 13
Cukup jelas

Pasai i4
Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2
Ct-tkt-t-pjeias

Ayat 3
Huruf a

Prinsip kerahasiaan adalah agar saksi dan/atau korban
terjamin kerahasiaan dan kenyamaflanrrya, maka
dibutuhkan ruang khusus pemeriksaan atau ruang
tunggu untuk saksi danlatau korban di Rumah
Sakit/Puskesmas sehingga saksi danlatau korban tidak
perlu menunggu bersama dengan pasien lainnya.

Huruf b
Prinsip Prosedur /penatalaksanaan khusus; untuk
memastikan saksi dan I atau korbal mendapatkan
pelayanan sesuai dengan kondisi saksi dan/atau
korban dan prinsip-prinsip HAM, gender, dan alak,
maka Rumah Sakit/Puskesmas diharapkan memiliki
dan menjalankan prosedur/penatalaksanaan khusus
untuk saksi danlatau korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak. termasuk didalamnya korban
TPPO.

Huruf c
Prinsip tersedianya SDld terlatih; diharapkan di ternpat
pelayanan, dilayani oleh petugas medis/perawat khusus
yang telah diiatih untuk penanganan saksi danlatau
korban TPPO, dengan prinsip-prinsip HAM, genrier, dan
anak. Pemberi layanan pada pelayanan rehabilitasi
kesehatan meliputi dokter umul]r, dokter spesialis,
perawat, dan tenaga non medis yalg telah terlatih.

Huruf d
Cukr-rp je-ias

Pasal 15
Ayat I

Cukup jelas
Ayat 2

Cukup jeias
Ayat 3

Cukup jelas
Ayat 4
Huruf a

trrinsip Keamanan, yaitu mernhrerikan perlindungan
kepada saksi dan/atau korban perdagangan orang yang
dilaksanakan di tempat khusus agar dapat memberi
i'asa arnan terhadap saksi dan/atau korban dalam
ionalz,s fprtenfrr



Huruf b
Prinsip Efektivitas, yaitu saksi dan/atau korban
ditangani segera tanpa prosedur .yang trerbelit-belit.

Huruf c
Prinsip Profesional, yaitu penangarran saksi dan/atau
korban dilakukan seca-ra tepat, sistematis dan terukur
oleh tenaga teriatih.

Huruf d
Prinsip Keterpaduarr, yaitu rehabilitasi sosial
dilaksanakafl secara bersama dan lintas sektoi' dalam
satu pelayanan di PPT.

Pasai 16
Cukup jelas

1 1-rasar r /
Cukup jelas

Pasal iB
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
t^r;12:rn ielao



Pasai 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasai 33
Cukup jelas
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